
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 

NOMOR   11 TAHUN 2002 

 

TENTANG 

 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, 

jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai 

upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 

1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Propinsi Jawa 

Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah; 

  b.  bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu 

dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah. 
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Mengingat   :  1.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Jawa Tengah; 

  2.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

  3.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3839); 

  4.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3848); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang  

Pengelolaan  Dan  Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4022); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4139); 

  8.  Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk 

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah 

Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 70); 
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  9.  Peraturan Daerah Porpinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9); 

  10.  Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas 

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi 

Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah Tahun 1991 Nomor 39 seri D Nomor 37). 

Dengan  persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

JAWA TENGAH 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAI-AN KEKAYAAN DAERAH 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah; 

2.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang 

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

3.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

desentralisasi; 
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4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan 

Legislatif Daerah; 

5.  Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah; 

6.  Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 

7.  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian tanah, 

pemakaian bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan, pemakaian 

alat berat/alat besar, peralatan bengkel, dan fasilitas penunjang lainnya yang 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan; 

8.  Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi; 

  9.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi; 

10.  Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan 

atau denda; 

11.  Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus 

dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan 

pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi 

administrasi; 

12.  Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat 
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Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk 

dengan batas waktu yang telah ditentukan; 

13.  Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi 

Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran 

yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai 

dengan jumlah Retribusi yang terutang; 

14.  Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi 

yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 

Tambah yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang; 

15.  Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk 

dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang; 

16.  Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya; 

17.  Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau 

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. 

 

BAB  II 

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal  2 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas 

penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas 

penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah  : 
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